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TU]UAN PEMBANGUNAN DAERAH Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Pendapatan Masyarakat

Kesempatan Kerja

Sesuai dengan pasal 258 UU Nomor
23 Tahun 2014, bahwa Daerah
melakukan pembangunan untuk
peningkatan dan pemerataan:

Lapangan Berusaha

Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik

Daya Saing Daerah

@kemendagri f @kemendagri W @kemendagri_ri (2



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

| KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN oijen 8ina Pembangunan oaerah %)

ABSOLUT KONKUREN
v I v
1.Pertahanan WAJIB PILIHAN
2.Keamanan |
3.Agan.nz.1 [ PELAYANAN ] [ NON PELAYANAN ]
4.Yustisi DASAR DASAR
5.Politik Luar - v
Negeri NOPK
& *Urusan pemerintahan konkuren adalah  Urusan
6.Moneter & : 0 :
Fiskal Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
*Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis
nasional (Pasal 13)
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PELAYANAN DASAR SPM

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DAERAH

v
WAJIB

6 URUSAN

1.Pendidikan

2.Kesehatan

3.Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

4.Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

5.Ketenteraman, Ketertiban Umum,

dan Pelindungan Masyarakat
6.Sosial.
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NON PELAYANAN NSPK
DASAR

v
PILIHAN

v
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18 URUSAN

1.Tenaga Kerja

2.Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3.Pangan

4. Pertanahan

5.Lingkungan Hidup

6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.Perhubungan;

10.Komunikasi & Informatika

11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12.Penanaman Modal

13.Kepemudaan dan Olah Raga

14.Statistik

15.Persandian

16.Kebudayaan;

17.Perpustakaan;

18.Kearsipan.

8 URUSAN
1.Kelautan Dan
Perikanan
2.Pariwisata
3.Pertanian
4.Kehutanan;
5.Energi Dan Sumber
Daya Mineral;
6.Perdagangan;
7 .Perindustrian; Dan
8.Transmigrasi.
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ISU STRATEGIS

DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN
DAN UPAYA PENANGANANNYA

- . Melakukan koordinasi
kewewangan Melakukan koordinasi dengan Ditjen NSPK perhubungan belum semua dengan Kemenhub dan telah
Pemprov pacta sy [ Hubud unuk menyiapkan NSPK menyesuaikan UU B odakesepakatan untuk

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

penerbangan terkait dukungan Pemda untuk sub Nomor 23 Tahun 2014

O melakukan penyesuaian
urusan penerbangan (sisi darat)

pada tahun 2019

Melakukan telaahan terhadap
Minimnya alokasi Dokren RPJMD dan Renstra dan

Penganggaran pada memberikan pemahaman tentang
Bidang Perhubungan

Pengalihan P3D Terminal A,B, jembatan

. Melakukan koordinasi
timbang dan pelabuhan pengumpan

. . dengan Kemenhub dan
regional belum selesai

pentingnya isu sttrategis dalam Terminal A dan JT yg telah dialihkan » Pemda utk percepatan

dokrenda blm semua beroperasi Melakukan binwas ke

. Dishub
Kelembagaan OPD : Bersama dengan Kemenhub Belum jelasnya kewenangan

lol labuh b
1. Tipologi tidak sesuai melakukan evaluasi dan pengeloladn pelabuhan penyeberangan

Mengusulkan kepada
dengan Permenhub » menyiapkan rekomendasi & Keselamatan Transportasi: Bappenas dan Kemenhub
138/2016 terhadap seluruh Dinas 1. Darat: Belum semua kab/ kota E> untuk memasukkan

2. Nomenklatur tidak sesuai Perhubungan Provinsi dan

memiliki unit pengujian kendaraan pengujian kendaraan
dengan Permenhub Kab/Kota bermotor bermotor kedalam menu
139/2016 ’_—-——————_N DAK
~

Kewenangan Pem Mendukung upaya pengajuan - 2. Perkeretaapian: Perlintasan \ M RAK LLAJ d
Prov terhadap pembahasan non litigasi ( sebidang en;uliun . an
Pemanfaatan Pemerintah Provinsi kepada SN o - _ - -  Menduking masing-masing
ruang laut 12 mil Kemenkumham e am o mm = = tingkatan pemerintahan

agar berperan aktif
dalam penyelenggaraan
perlintasan sebidang
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' KONDISI PERLINTASAN PERKERETAAPIA 2Hen e Bembaneunan pacen

Dengan semakin tingginya frekuensi perjalanan kereta api, perlintasan
sebidang semakin menjadi sumber masalah. Maka, penutupan atau
pengurangan perlintasan sebidang menjadi sangat mendesak dilakukan dan
harus menjadi salah satu program nasional dalam pengurangan kecelakaan
transportasi. Hal ini diperkuat dengan Bab VII Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2007 mengenai "Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api
dengan Bangunan Lain". Pasal 91 ayat 1 menyatakan bahwa "Perpotongan
antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang". Inilah yang menjadi
dasar bagi untuk sesegera mungkin menutup perlintasan sebidang guna
menciptakan transportasi yang aman dan selamat.
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KONDISI PERLINTASAN PERKERETAAPIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ditjen Bina Pembangunan Daerah | <,

Tipe : Jumlah 5

Perlintasan Pengendalian Perlintasan Prosentase (%)
Dijaga 1.238 23,63

Sebidang Tidak dijaga 2.046 39,06 | 92,67
Liar 1.570 29,97
Underpass 160 3,05

Tidak Sebidang 7,33
Overpass 224 4,28

Total 5.238 100

Sumber : Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2019
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ISU STRATEGIS

Belum adanya persamaan persepsi

terkait kewenangan pengelolaan

perlintasan sebidang

* Pelaksana pembangunan

*  Pembiayaan

* SDM (Pelaksana Lapangan,
Pengelola)

PENYELENGGARAAN PERLINTASAN SEBIDANG

m Dijaga = Tidak dijaga

Tingginya potensi kecelakaan di
perlintasan sebidang

75% perlintasan
sebidang yang ada
tidak dijaga

OMBUDSMAN - 2016

Jumlah Kecelakaan

15
Tren kecelakaan

perlintasan 2
sebidang yang ¢ \/\/\
meningkat 0

201020112012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Database KNKT, 31 Oktober 2016

Sumber: Laporan Kajian Sistematik,
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Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Besarnya kerugian akibat
kemacetan di perlintasan
sebidang
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" DUKUNGAN DAN PERAN SERTA STAKE HOLDER
- DALAM PELAKSANAKAN PERLINTASAN SEBIDANG

Tanggung jawab keselamatan di perlintasan itu
bukanlah urusan institusi yang menangani
perkeretaapian saja, melainkan semua pihak
sesuai dengan perundang-undangan. Sinergi
£, para pihak yang mempunyai tugas dan
d wewenang dalam menangani permasalahan ini
perlu diciptakan. Mereka adalah pemerintah
pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan
PT Kereta Api Indonesia (operator).

‘h

@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri I3
U




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TABEL KEWENANGAN PENYELENGGARAAN Ditjen Bina Pembangunan Daerah
PERLINTASAN SEBIDANG SESUAI DENGAN REGULASI

Dalam penyelenggaraan keselamatan perjalanan KA teradapat beberapa OPD yang saling berkaitan yakni:

* Dinas Perhubungan : untuk perlengkapan jalan

* Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga: untuk pembangunan under/over pass

* Dinas Tata Ruang (pemanfaatan ruang sekitar) dan Trantibum: untuk penertiban disepanjang jalur KA

secara lebih lengkap akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini

Pemerintah a. penetapan arah dan sasaran kebijakan * penetapan rencana induk perkeretaapian *  Mengelola perlintasan sebidang pada
Pusat pengembangan perkeretaapian nasional jalan nasional yang telah beroperasi
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; *Penertiban izin usaha, izin pembangunan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
b.  penetapan, pedoman, standar, serta dan izin operasi prasarana perkeretaapian Tidak mengatur tentang *  Evaluasi perlintasan sebidang yang
prosedur penyelenggaraan dan umum yang jaringan jalurnya melintasi kewenangan oemerintah berada di Jalan nasional
pengembangan perkeretaapian; batas daerah provinsi daerah dalam perlintasan ¢  Meningkatkan keselamatan
c. penetapan kompetensi pejabat yang * penetapan jaringan jalur kereta api yang sebidang perlintasan sebidang untuk Jalan
melaksanakan fungsi di bidang jaringannya melebihi satu daerah provinsi nasional
perkeretaapian; * pengujian prasarana perkeretaapian

d. pemberian arahan, bimbingan,
pelatihan, dan bantuan teknis kepada
Pemerintah Daerah, penyelenggara dan
pengguna jasa perkeretaapian;

e. pengawasan terhadap perwujudan
pengembangan sistem perkeretaapian.
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TABEL KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERLINTASAN SEBIDANG SESUAI DENGAN REGULASI

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Daerah penetapan arah dan sasaran kebijakan *penetapan rencana induk perkeretaapian * Mengelola perlintasan sebidang pada
Provinsi pengembangan perkeretaapian provinsi jalan provinsi yang telah beroperasi
provinsi, dan kabupaten/kota; *Penertiban izin usaha, izin pembangunan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
pemberian arahan, bimbingan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian » Evaluasi perlintasan sebidang yang
pelatihan dan bantuan teknis kepada umum yang jaringan jalurnya melintasi berada di Jalan provinsi
kabupaten/kota, penyelenggara dan batas daerah kabupaten/kota * Meningkatkan keselamatan perlintasan
pengguna jasa perkeretaapian; * penetapan jaringan jalur kereta api yang sebidang untuk Jalan provinsi
pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringannya melebihi satu daerah
perkeretaapian provinsi. kabupaten/kota dalam satu daerah
provinsi
* penetapan kelas stasiun untuk stasiun
pada jaringan jalur kereta api provinsi
Daerah penetapan arah dan sasaran kebijakan *penetapan rencana induk perkeretaapian Tidak mengatur ten_tang
Kabupaten pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota kewenangan oemgrlntah * Mengelola perlintasan sebidang pada
/ kabupaten/kota; *Penertiban izin usaha, izin pembangunan daerah dalam perlintasan jalan kabupaten/kota dan jalan desa
Kota pemberian arahan, bimbingan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian sebidang yang telah beroperasi sebelum Peraturan

pelatihan, dan bantuan teknis kepada
penyelenggara dan pengguna jasa
perkeretaapian; dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan
perkeretaapian kabupaten/kota

umum yang jaringan jalurnya dalam 1
daerah kabupaten/kota

* penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya melebihi satu daerah
kabupaten/kota

Menteri ini berlaku

* Evaluasi perlintasan sebidang yang
berada di Jalan kabupaten/kota dan
Jalan desa

* Meningkatkan keselamatan perlintasan
sebidang untuk Jalan kabupaten/kota
dan desa
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p KEGIATAN EVALUASI PERLINTASAN SEBIDANG
BERDASARKAN KEWENANGAN

e Perlintasan sebidang di jalan

Direktur Jenderal )
Nasional

Para pemangku kepentingan yang terlibat
dalam kegiatan evaluasi, antara lain :

AV V4

NPT, s 1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
Gubernur o & al] 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
Provinsi .
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Bina Marga;
: : . 5. POLRI;
e Perlintasan sebidang di jalan 6. Daop/Divre PT. KAI (Persero)
_ , Kabupaten/Kota
Bu patl / Walikota . . . Sumber : PM 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan
L4 Perllntasan SEbIdang dl Jalan Sebidang Antara Jalur Kereta Dengan Jalan
\ Desa
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KEMENHUB

Nota Kesepahaman
KEMENDAGRI DAN KEMENHUB
Tentang
Pengelolaan Perlintasan Sebidang antara Jalur

; DUKUNGAN DAN PERAN SERTA KEMENDAGRI
- BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN

Kereta Api dengan Jalan di Daerah

NOMOR : PJ4 Tahun 2013
NOMOR:551.6/4054/S]
1 Agustus 2013

Perlu pembaharuan terhadap nota kesepahaman
NOMOR : PJ4 Tahun 2013 dan NOMOR :
551.6/4054/S] 1 Agustus 2013 yang disesuaikan
dengan, Undang-undang nmor 23 tahun 2014
tentang pemerintah daerah dan regulasi yang
relevan
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Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Melakukan  koordinasi dengan  Kementerian
Perhubungan dalam inventarisasi, perencanaan,
pembangunan, pengadaan, pengoperasian,
pemeliharaan, penghapusan dan peningkatan
perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan
jalan di daerah

Melakukan koordinasi dengan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan inventarisasi,
perencanaan, pembangunan, pengadaaan,
pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan dan
peningkatan perlintasan sebidang antara jalur
kereta api dengan jalan di daerah



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

<
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Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. (Pasal 260)

RPJPN

A 4

RPJMN

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

> o )
> ‘}9
) ¥
W

LA ‘\\/,

~

-

e

=

\ 4

RKP

Menggunakan pendekatan:

dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

Substantif

* Holistik

* Integratif
* Tematik

e Spasial

Proses

e teknokratik,
partisipatif,
politis,
atas-bawah
dan bawah-atas.

1

RPJPD

!

ﬁ

RPJMD

!

——>

KAB/KOTA

RKPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINS],

Dirumuskan secara:

transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
dan berwawasan lingkungan.

@kemendagri f @kemendagri ¥ @kemendagri_ri I3




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN Ditjen Bina Pembangunan Daerah

NASIONAL DAN DAERAH
SERTA RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN

RPJP NASIONAL PEDOMAN RPJM NASIONAL DIJABARKAN
g > RKP
1 1
DIACU DIPERHATIKAN I | DIACU/DISERASIKAN
I v
PEDOMAN DIJABARKAN
RPJP DAERAH > | RPJM DAERAH o RKPD
20 TAHUN > TARUN 1 TAHUN
DIACU
PEDOMAN
RENJA
RENSTRA SKPD
>TRAS g SKPD
PEDOMAN
5 TAHUN 1 TAHUN
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D my A mp s o R

Pembahasan & Kesepakaan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)

Penetapan RKPD
(Mei)

enyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-
September)

Musrenbang
(Maret s.d April)

koranz SKED Pembahasan dan persetujuan Rancangan
Penyusunan Renja SKPD APBD dgn DPRD

Kab/Kota(Maret) (Oktober-November)

Musrenbang Kecamatan Evaluasi Rancangan
(Februari) Perda APBD (Desember)
Musrenbang Desa Penetapan Perda APBD
(Januari) (Desember)

Pelaksanaan APBD Penyusunan DPA SKPD (Desember)

Januari thn berikutnya
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
" PENGANGGARAN Ditjen Bina Pembangunan Daerah ¢

Mengingat Penyelenggaran Perlintasan sebidang tidak diatur dalam sub urusan perkeretaapian pada
lampiran undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka bentuk dukungan
Pemda dapat ditemukan pada sub urusan LLAJ (penyediaan perlengkapan jalan). Mengingat alokasi
anggaran untuk urusan perhubungan di daerah relatif kecil, maka penyelenggaraan perlintasan sebidang
dapat melalui pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
yang disesuaikan dengan status jalan yang dilewati lintasan kereta api.

- Guz3Tahunzotd ;

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pusat kepada Gubernur dan  Bupati/Walikota sebagai
penanggungjawab urusan pemerintahan umum

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintasan yang menjadi kewenangan
\ daerah provinsi ,

e e e o e o e e e EEE M B B B B B B B B BEE B GEE MEn GEE B GEE B GEE B SEn S GEE G GEm M GEm G GEm S GEm GEn GEm SEn GEm M GEm M GEm M GEm B BEm SEm e M S M Em e e
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PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN

1.400.650.930.999
Jawa Timur _ 37.346.941.990.294

132.501.630.000

Riau 56.910.772.740.000
505.300.000.000

Sulawesi Selatan h 13.418.386.000.000

117.068.000.000 148.658.671.467.442
54.502.340.066

NTB h6.244.176.930.185

50.000.000.000.000 100.000.000.000.000 150.000.000.000.000

B RPJMD PERHUBUNGAN B RPJMD KESELURUHAN

BIDANG PERHUBUNGAN TERHADAP TOTAL ANGGARAN DALAM RPJMD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI | ~-2,

Ditjen Bina Pembangunan Daerah |-

Dari contoh yang diambil berdasarkan RPJMD
5 Provinsi yang ada, yaitu Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Nusa
Tenggara Barat, alokasi Bidang Perhubungan

dalam RPJMD hanya 0,08%-3,77% dari
total anggaran dalam RPJMD
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KOMITMEN BERSAMA MENGENAI Ditjen Bina Pembangunan Daerah

KESELAMATAN DI PERLINTASAN KERETA API

Telah ditandatanganinya komitmen
bersama mengenai keselamatan di
perlintasan kereta api oleh beberapa
stake holder yakni (DPR R],
DIRJENKA, KNKT, KEMENDAGRI,
POLRI, BAPPENAS, JASA RAHARJA
dan KAI) yang memuat beberapan

poin penting.
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| FASILITASI KEMENDAGRI DALAM
 PENYELENGGARAN URUSAN PERHUBUNGAN

Kemendagri telah melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan * Berperan aktif dalam melakukan pembinaan, merumuskan

perhubungan sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 kebijakan dan menyusun rencana, serta mengendalikan dan

tentang pemerintahan daerah, yang hasilnya disampaikan kepada mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
1 a Subernur/walikota melalui surat 550/10587/S] dan 550/10588/S] bidang perhubungan yang telah menjadi kewenangannya

hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan melakukan evaluasi penyelenggaraan *  Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang

urusan perhubungan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 , antara berkeselamatan dengan mengacu pada Norma Standar,

lain mendorong pemda untuk: Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan berkoordinasi dengan

pemerintah provinsi

Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

2 Jalan (RAK LLA]J) Provinsi (5 Provinsi terpilih: Sumatera Barat, Jawa

m Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan) Tahun 2019,
diperoleh simpulan sementara:

*  Kejadian kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat karena:
- belum optimalnya koordinasi antar stake holder
- belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM
- belum memadainya sarana dan prasarana terkait dengan

Arah kebijakan pembangunan daerah pada urusan perhubungan keselamatan LLAJ (termasuk diperlintasan sebidang)
yang berisi tentang penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi
3 (co. perlintasan sebidang) telah dimuat dalam Peraturan Menteri
" Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang
pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020

Melaksanakan evaluasi RPJMD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi *  Berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan kewenangan (peran
beberapa daerah yang sedang menyusun RPJMD (paska pilkada) dan dan koordinasi) diberbagai urusan yang salah satunya ialah
® bagi 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 2020 perkertaapian agar harmonis baik pada level pusat maupun daerah
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\ KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- ALTERNATIF SOLUSI Ditjen Bina Pembangunan Daerah |°

g PENANGANAN PERLINTASAN SEBIDANG
(DALAM KONTEKS UU Nomor 23 Tahun 2014)

Masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat,Provinsi, Kota/Kabupaten) agar berperan
secara optimal dalam penyelenggaraan urusan perhubungan khususnya terkait dengan

@ penyelenggaraan perlintasan sebidang sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Agar pemerintah daerah memastikan tersusunnya rencana induk perkeretaapian
yang memuat perlintasan sebidang

S8 Y

Penguatan koordinasidan dan penyelarasan persepsi terkait kewenangan dalam
pengelolaan perlintasan sebidang
(pelaksanaan, pembiayaan dan alokasi SDM )
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